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Abstrak 

Good Governance yaitu prinsip pendekatan yang menekankan pembangunan sektor publik melalui tata kelola 

pemerintahan yang efektif.Keterbukaan informasi publik dalam konteks teori hak asasi manusia dan efektivitas 

hukum yaitu hak yang melekat pada individu secara alamiah, memiliki dasar hukum yang kuat dalam 

konstitusi, diakui oleh negara-negara modern, serta mencerminkan budaya yang berkembang.Penelitian ini 

menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data secara 

deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, teknik 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview (wawancara), kuisioner (angket), observasi (pengamatan) 

dan gabungan ketiganya.Hasil penelitian bahwa Penerapan prinsip-prinsip Good Governance dalam keterbukaan 

informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin sudah berjalan dengan baik, 

informasi di berikan secara transparan. Diskominfotik juga mewujudkan keterbukaan informasi publik dengan 

mengikuti arus perkembangan jaman dengan memanfaatkan sejumlah media sosial diantaranya Website, 

Facebook, Twitter, Youtube, Instagram, dan aplikasi E-lapor dengan demikian informasi dapat diakses dengan 

mudah oleh masyarakat.Faktor yang mempengaruhi prinsip-prinsip Good Governance dalam keterbukaan 

informasi publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin antara lain ada 2 yaitu : 

pertama faktor pendukung, kerjasama antar pegawai dan pimpinan dalam menjalankan misi yang sudah 

direncanakan dengan tujuan mencapai visi dari Diskominfotik. Kedua Faktor penghambat masih kurangnya 

Diskominfotik menjangkau masyarakat luas yang memerlukan informasi publik. 

 Kata Kunci : Good Governance, Keterbukaan Informasi Publik 

Abstract  

Good Governance is an approach principle that emphasizes public sector development through effective 

governance. Openness of public information in the context of human rights theory and legal effectiveness is a 

right that is inherent in individuals naturally, has a strong legal basis in the constitution, is recognized by 

states. modern country, and reflects a developing culture. This research uses qualitative research methods. 

Qualitative research is research that produces descriptive data in the form of written and spoken words from 

people and observable behavior. Data collection techniques can be carried out using interviews, questionnaires, 

observations and a combination of the three. The results of the research show that the implementation of Good 

Governance principles in public information disclosure at the Banjarmasin City Communication, Informatics 

and Statistics Department has gone well, information is provided transparently. Diskominfotik also realizes 

openness of public information by keeping up with current developments by utilizing a number of social media 

including Websites, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and E-report applications so that information can 

be accessed easily by the public. Factors that influence the principles of Good Governance In the openness of 

public information at the Banjarmasin City Communication, Informatics and Statistics Service, there are 2, 

namely: first, supporting factors, cooperation between employees and leaders in carrying out planned missions 

with the aim of achieving the vision of Diskominfotik. The second inhibiting factor is still the lack of 

Diskominfotik reaching the wider community who need public information. 
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